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PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 
TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN 
DALAM JUAL BELI PERUMAHAN

Oleh :
Ni Ketut Dewi Megawati1

Abstrack
A mismatch between the administrative documents or the physical characteristics 
of a property offered in a contract and the actual conditions received by the client 
becomes an important problem in a property business. The property, which is 
the object of an agreement, should be in line with the legal aspects required by 
the legislation. The purpose of this study is to understand the legal condition 
of registering a property as the object of an agreement, by using consumer 
protection law in relation to property sales (i.e., Legislative Decree number 1 of 
2011) as the perspectives. This study used normative legal framework based on 
Law and concept approaches as its research method. Several primary laws were 
collected and analyzed by a qualitative descriptive method. This study found that 
a property could be included as the object of an agreement if it fulfills the terms 
and conditions written in the Article 42 Clause 1 of Legislative Decree number 
1 of 2011 on Real Estate and Residential Areas. Furthermore, a property can 
be an object of sales agreement if they meet several criteria written in the State 
Minister of Community Estate Decree’s number 09/KPTS/M/1995, with the date 
of issuance on 23 June 1995, about the sale and purchase of a property. It can 
be argued that the Legislative Decree number 1 of 2011 on Real Estate and 
Residential Areas might not offer a comprehensive protection to the consumer 
rights, and subsequently inflict physical and mental harm to the consumers.
Keywords: Agreement, consumer rights, property, real estate    

Abstrak
Ketidaksesuaian dokumen administrasi dan fisik bangunan antara yang tercantum 
dalam penawaran dengan kenyataan yang d�ter�ma konsumen ser�ng menjad� 
permasalahan pada b�sn�s perumahan.  Rumah yang menjad� obyek perjanj�an 
seharusnya telah memenuh� aspek legal yang d�persyaratkan oleh peraturan 
perundang-undangan. Tujuan penel�t�an �n� untuk mengetahu� syarat sahnya 
suatu perumahan untuk dapat d�jad�kan obyek perjanj�an dan perspekt�f UU No. 
1 Tahun 2011 terhadap perl�ndungan hak konsumen dalam jual bel� perumahan. 
Metode dalam penel�t�an �n� adalah penel�t�an hukum normat�f dengan memaka� 
pendekakan Undang-Undang dan pendekatan konsep dengan menel�t� bahan-
bahan hukum pr�mer yang d�anal�s�s secara deskr�t�f kual�tat�f. Dar� has�l 
penel�t�an, syarat sahnya suatu perumahan untuk dapat d�jad�kan obyek dalam 
perjanj�an pendahuluan apab�la sudah memenuh� beberapa syarat sesua� dengan 
pasal 42 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permuk�man dan dapat d�jad�kan obyek dalam perjanj�an jual bel� 
apab�la memenuh� syarat sesua� dengan yang d�atur dalam  Keputusan Menter� 
Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tanggal 23 Jun� 1995 
1 Mahas�swa Mag�ster Ilmu Hukum Un�vers�tas Udayana, alamat Perum Dosen Kopert�s Jalan Gut�swa 
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Tentang Pedoman Peng�katan Jual Bel� Rumah. Dar� perspekt�f Undang-Undang 
No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permuk�man belum secara 
nyata dapat mel�ndung� hak-hak konsumen seh�ngga merug�kan masyarakat 
selaku konsumen.
Kata Kunc� :  hak konsumen, perumahan, perjanj�an. 

I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonom� Indones�a 
yang cukup bagus dalam 1 dekade 
terakh�r menyebabkan kebutuhan akan 
perumahan t�dak lag� semata-mata 
hanya untuk pemenuhan kebutuhan 
akan tempat t�nggal bag� masyarakat 
yang memang belum mem�l�k� rumah. 
Namun k�n� mot�f kepem�l�kan rumah 
telah bergeser sebaga� salah satu 
jen�s �nvestas� pal�ng menjanj�kan 
keuntungan yang cukup besar 
d�band�ngkan �nvestas� la�n. 

Fungs� bank sebaga� penyalur 
dana kepada masyarakat sela�n 
member�kan kred�t modal kerja 
juga member�kan kred�t d� b�dang 
�nvestas�.2 Banyaknya perbankan yang 
menyed�akan fas�l�tas kred�t �nvestas� 
d� b�dang perumahan atau Kred�t 
Kepem�l�kan Rumah (KPR) menjad� 
salah satu faktor yang menyebabkan 
sebuah rumah leb�h mudah untuk 
d�jual. 

Keterbatasan dana tuna� yang 
d�m�l�k� calon pembel� dapat d� 

fas�l�tas� melalu� KPR dengan berbaga� 
program uang muka kec�l dan bunga 
rendah serta jangka waktu c�c�lan yang 
panjang. 

Bahkan ada Bank BUMN yang 
khusus bergerak d� b�dang pemb�ayaan 
perumahan dengan program unggulan 
pemb�ayaan KPR untuk masyarakat 
menengah ke bawah. Tanpa adanya 
fas�l�tas pemb�ayaan dar� perbankan, 
sebuah rumah akan menjad� leb�h 
sul�t untuk d�jual karena hanya sed�k�t 
masyarakat yang mem�l�k� kemampuan 
untuk membel� sebuah rumah yang 
tentunya harganya sangat t�ngg� secara 
tuna�.

T�ngg�nya perm�ntaan terhadap 
perumahan berband�ng terbal�k 
dengan keterbatasan lahan yang dapat 
d� al�h fungs�kan. Perm�ntaan yang 
t�ngg� apab�la t�dak d��mbang� dengan 
penawaran barang yang sepadan akan 
menyebabkan kena�kan terhadap 
barang tersebut.3 Keterbatasan jumlah 
perumahan tersebut menyebabkan 
harga perumahan cenderung 
men�ngkat. 

Ket�mpangan antara perm�ntaan 
dan ketersed�aan rumah menyebabkan 
pengembang leb�h beror�entas� kepada 

2 Putu  Eka  Tr�sna  Dew�,  2015,     Implementasi 
Ketentuan Restrukturisasi Kredit Terhadap 
Debitur Wanprestasi pada Kredit Perbankan, 
Jurnal Mag�ster Hukum Udayana Vol.4 No.2, 
Denpasar, Program Stud� Mag�ster Ilmu 
Hukum Pasca Sarjana Un�vers�tas Udayana, 
hlm. 242.

3 Sadono Suk�rno, 2012, Mikro Ekonomi : Teori 
Pengantar, Ed�s� 3, Jakarta, Rajawal� Pers, 
hlm.85.
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kecepatan dalam menyelesa�kan 
perumahan tersebut d�band�ngkan 
s�s� kual�tas yang sebelumnya telah 
d�tawarkan kepada konsumen. 
Semak�n cepat suatu proyek selesa� 
maka keuntungan yang d� dapatkan 
pengembang akan semak�n besar dan 
konsumen pun akan merasa senang 
karena rumah yang telah mereka bel� 
dapat d�tempat� dengan cepat. 

Jumlah perm�ntaan yang leb�h 
banyak dar� penawaran menyebabkan 
konsumen berada pada pos�s� tawar 
yang rendah, karena b�la seorang 
konsumen terlalu banyak menuntut 
kepada pengembang, pengembang 
dengan pos�s� tawar yang t�ngg� akan 
menekan konsumen dengan cara 
mengembal�kan tanda jad� atau uang 
muka dan akan menjualnya kembal� 
kepada konsumen la�n. Pada akh�rnya, 
konsumen yang sangat memerlukan 
rumah hanya b�sa mener�ma saja 
apab�la terdapat ket�daksesua�an 
antara kuant�tas, kual�tas bahan dan hal 
la�nnya dar� yang semula d� janj�kan 
oleh pengembang. 

Konsumen yang berada pada 
pos�s� tawar rendah tersebut mem�l�h 
untuk t�dak melakukan upaya hukum 
apapun terhadap pengembang 
d�karenakan kebutuhan mereka untuk 
segera menempat� rumah tersebut leb�h 
mendesak d�band�ngkan hal la�nnya.

Permasalahan hukum dalam 
jual bel� perumahan d�antaranya 
ket�daksesua�an antara apa yang tertera 
d� dalam brosur dengan yang d�ter�ma 
konsumen saat menempat� rumah 
tersebut. Seperti kualitas spesifikasi 

rumah yang rendah, perbedaan luas 
tanah, keterlambatan penyerahan 
bangunan, masalah fas�l�tas sos�al dan 
umum, dan sebaga�nya. 

Yusuf Shofie berpendapat 
bahwa pemasaran perumahan dar� 
pengembang sangat tendensius4. 
Para calon pembel� d�tuntut tel�t� 
sebelum membel�, mereka harus 
mengetahu� dengan benar mengena� 
s�apa pengembang, kual�tas bangunan 
dan sebaga�nya. Konsumen hanya 
d�yak�nkan melalu� brosur, maket, 
rumah contoh dan penawaran staf 
pemasaran, padahal produknya mas�h 
berupa konsep.

Pengembang menuntut 
konsumen untuk memenuh� kewaj�ban 
dalam kepem�l�kan rumah tap� d� 
s�s� la�n pengembang ser�ng kal� 
mengaba�kan hak-hak yang seharusnya 
d�dapatkan oleh konsumen. UU No.8 
Tahun 1999 tentang Perl�ndungan 
Konsumen secara khusus mengatur 
permasalahan konsumen dan member� 
wadah bag� asp�ras� dan advokas� yang 
akan d�lakukan konsumen j�ka terjad� 
t�ndakan t�dak bertanggung jawab 
yang d�lakukan oleh pelaku usaha. 
Mesk�pun belum sempurna, akan 
tetap� adanya Undang-Undang �n� 
merupakan suatu langkah maju dalam 
rangka menc�ptakan keg�atan usaha 
yang sehat d� Indones�a dalam upaya 
member�kan perl�ndungan kepada 
konsumen.

4 Yusuf Shofie, 2003, Perlindungan Konsumen 
dan Instrumen Hukumnya, Bandung, C�tra 
Ad�tya Bakt�, hlm.86.
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Dalam Pasal 1338 (KUHPerdata) 
telah d�atur bahwa semua persetujuan 
yang d�buat secara sah berlaku sebaga� 
undang-undang bag� mereka yang 
membuatnya. Berdasarkan ketentuan 
d� atas maka dapat d�ura�kan bahwa :
a. Segala hal yang d�perjanj�kan 

oleh konsumen dengan 
pengembang berlaku sebaga� 
undang-undang bag� konsumen 
dengan pengembang.

b. Segala hal yang sudah 
d�perjanj�kan t�dak dapat d�tar�k 
kembal� kecual� atas persetujuan 
dar� konsumen dan pengembang 
atau karena alasan-alasan yang 
d�tentukan oleh undang-undang.

c. Segala hal yang sudah 
d�perjanj�kan harus d�laksanakan 
dengan �t�kad ba�k.
Terka�t dengan aturan 

tersebut maka merebaknya kasus 
perumahan pada dasarnya d�awal� 
dengan t�ndakan-t�ndakan melanggar 
perjanj�an yang d�lakukan oleh p�hak 
pengembang. Dalam perkembangan, 
b�sn�s perumahan �n� menjad� celah 
bag� p�hak pengembang untuk 
melakukan t�ndakan-t�ndakan yang 
merug�kan p�hak konsumen karena 
t�dak d�penuh�nya yang menjad� 
kewaj�ban dar� p�hak pengembang 
setelah batas waktu yang d�tentukan5. 

T�dak adanya ak�bat hukum 
terhadap proses perjanj�an pendahuluan 
membuat para p�hak berada pada 
ket�dakpast�an. Peny�mpangan yang 

d�lakukan p�hak pengembang dan 
t�dak d�t�ndak lanjut� oleh pemer�ntah 
dapat men�mbulkan kerug�an bag� 
konsumen perumahan, bahkan dalam 
kasus yang ser�ng terjad�, perumahan 
yang d�jual oleh pengembang bahkan 
bertentangan dengan Pasal 42 UU 
No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permuk�man.

1.2. Perumusan Masalahan
Dar� latar belakang masalah 

tersebut, maka d�rumuskan 
permasalahan:
1. Baga�manakah syarat sahnya 

suatu perumahan untuk dapat 
d�jad�kan obyek perjanj�an?

2. Baga�manakah perspekt�f UU 
No.1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan 
Permuk�man terhadap 
perl�ndungan hak-hak konsumen 
dalam jual bel� perumahan?

1.3. Tujuan Penelitian
Penel�t�an �n� bertujuan untuk 

mengetahu� syarat sahnya suatu 
perumahan untuk dapat d�jad�kan 
obyek perjanj�an dan perspekt�f UU 
No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan 
dan Kawasan Permuk�man terhadap 
perl�ndungan hak-hak konsumen 
dalam b�sn�s perumahan.

II.   METODE PENELITIAN
Metode yang d�pergunakan 

dalam   penel�t�an �n� adalah penel�t�an 
hukum normat�f dengan menggunakan 
pendekakan undang-undang dan 
pendekatan konsep dengan menel�t� 
bahan hukum pr�mer dan bahan 
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Jakarta, Sinar Grafika, hlm.54.
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hukum sekunder yang d�anal�s�s secara 
deskr�t�f kual�tat�f.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Syarat sahnya suatu 

perumahan untuk dapat 
dijadikan obyek perjanjian 
Permasalahan dalam 

b�sn�s perumahan d�antaranya 
ket�daksesua�an antara apa yang 
tercantum dalam penawaran dengan 
barang atau rumah yang d�ter�ma 
konsumen. Larangan terhadap hal 
tersebut telah d�atur dalam pasal 134 
UU No.1 Tahun 2011.

Iklan atau promos� merupakan 
suatu alat dar� pelaku usaha dalam 
upaya menar�k m�nat konsumen dan 
berharap konsumen akan membel� 
atau mengkonsums� produk tersebut. 
Dalam usaha menar�k konsumen, �klan 
terkadang berleb�han atau t�dak sesua� 
dengan barang yang d�jual. Iklan yang 
menyesatkan banyak d�jumpa� d� 
berbaga� med�a massa maupun sarana 
promos� la�nnya. 

Melalu� �klan, pengembang �ng�n 
secepatnya mendapatkan konsumen 
dengan tujuan untuk memast�kan bahwa 
un�t rumah yang mereka bangun dapat 
terjual sebelum perumahan tersebut 
selesa�. Pengembang melakukan 
hal �n� d�karenakan modal yang 
mereka gunakan untuk membangun 
bersumber dar� pemb�ayaan lembaga 
keuangan atau bank seh�ngga semak�n 
lama suatu un�t perumahan terjual 
maka beban bunga terhadap p�njaman 
yang telah d�amb�l akan semak�n 
besar. Contohnya, dalam brosur 

perumahan pada umumnya d�sebutkan 
tentang spesifikasi bangunan, jenis 
kepem�l�kan tanah dan fas�l�tas-fas�l�tas 
pendukung yang d�tawarkan tetap�  
beberapa bulan setelah akad kred�t 
atau penandatanganan perjanj�an jual 
bel� tersebut ternyata obyek perjanj�an 
dalam hal �n� perumahan belum s�ap 
untuk d�tempat� dan fas�l�tas umum 
serta status lahannya t�dak sepert� 
yang d�janj�kan dalam brosur. Dalam 
beberapa kasus perumahan setelah 
perumahan selesa� d�bangun ternyata 
status lahan adalah SHGB sedangkan 
d� brosur d�sebutkan SHM.

Dalam pasal 42 ayat (1) Undang-
Undang No.1 Tahun 2011 d�jelaskan 
bahwa perjanj�an pendahuluan 
dalam b�sn�s perumahan baru dapat 
d�lakukan setelah memenuh� beberapa 
persyaratan ya�tu :
a. Status pem�l�kan tanah.
 Sertifikat atas tanah yang 

d�perjualbel�kan harus sudah 
terb�t dan atas nama pengembang 
seh�ngga terjam�n kepast�an 
hukum dalam proses transaks�.

b. Hal yang d�perjanj�kan.
 Hal yang d�perjanj�kan sebatas 

perjanj�an pendahuluan yang 
bers�fat meng�kat sementara para 
p�hak dan akan menjad� dasar 
dalam melakukan perjanj�an jual 
bel�

c. Kepem�l�kan �z�n mend�r�kan 
bangunan (IMB) �nduk.

 IMB �nduk waj�b telah d�m�l�k� 
oleh pengembang sebelum 
pengembang memasarkan 
rumahnya kepada konsumen 
karena IMB merupakan bukt� 
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bahwa perumahan yang akan 
d�bangun sudah memenuh� 
peraturan yang d�persyaratkan.

d. Ketersed�aan prasarana, sarana, 
dan fas�l�tas umum.

 Ketersed�aan sarana perumahan 
tersebut merupakan kewaj�ban 
penyelenggara pembangunan 
perumahan dan pemuk�man.6 
Fas�l�tas umum waj�b d�sed�akan 
oleh pengembang dan tertuang 
dalam dokumen perjanj�an 
pendahuluan serta masuk dalam 
gambar pada IMB �nduk.

e. Telah selesa� d�bangun m�n�mal 
20%. 
Perumahan yang telah d�bangun 

m�n�mal 20% merupakan salah satu 
syarat dalam pengajuan IMB seh�ngga 
secara hukum pengembang t�dak 
berhak menjual rumah yang belum 
mem�l�k� IMB.

Perjanj�an Pendahuluan (pactum 
de contrahendo) d�atur dalam pasal 1320 
(1) jo 1338 KUHPerdata. Perjanj�an 
Pendahuluan adalah perjanj�an yang 
d�gunakan sebaga� pendahuluan 
untuk mengadakan perjanj�an la�n 
yang leb�h past�. Yang d�sepakat� 
dalam Perjanj�an Pendahuluan hanya 
pokok perjanj�an dan belum mengatur 
tentang r�nc�an kewaj�ban. Perjanj�an 
Pendahuluan akan d�t�ndak lanjut� 
ke dalam perjanj�an tertentu dan 
d�gunakan sebaga� pendahuluan untuk 
perjanj�an kompleks. 

Pada dasarnya Perjanj�an 
Pendahuluan dalam jual bel� benda, 

para p�hak sepakat bahwa hak m�l�k 
atas obyek jual bel� tersebut pada 
suatu waktu yang akan datang akan 
berp�ndah kepada p�hak pembel�. Hal 
�n� berbeda dengan perjanj�an jual bel� 
d�mana hak m�l�k atas benda seket�ka 
berp�ndah kepada p�hak pembel�.7

Perjanj�an Pendahuluan Jual Bel� 
(PPJB) harus meng�kut� pedoman yang 
d�tetapkan dalam Keputusan Menter� 
Negara Perumahan Rakyat Nomor 
09/KPTS/M/1995 tanggal 23 Jun� 
1995 Tentang Pedoman Peng�katan 
Jual Bel� Rumah yang menjad� dasar 
hukum dalam melakukan transaks� 
jual bel� antara pengembang dengan 
konsumen.

Dalam Keputusan Menter� 
tersebut, suatu perumahan dapat 
d�jad�kan sebaga� obyek perjanj�an 
apab�la telah memenuh� persyaratan :
a. Pengembang telah 

menyelesa�kan pend�r�an 
bangunan perumahan dan telah 
s�ap untuk d�hun� sesua� dengan 
waktu yang telah d�perjanj�kan 
menurut gambar ars�tektur, 
denah, dan spesifikasi teknis 
bangunan.

b. Mem�l�k� surat �j�n persetujuan 
pr�ns�p rencana proyek dar� 
Pemer�ntah Daerah setempat 
dan surat �j�n lokas� dar� 
Kantor Pertanahan Kabupaten/ 
Kotamadya.

c. Surat keterangan dar� Kantor 
Pertanahan Kabupaten/

Vol. 5, No. 1 : 12 - 22

6 Aj�raksa, 2002, Perencanaan dan Pengembang 
Perumahan, Jakarta, PT. C�tra Ad�thya Bakt�, 
hlm 182.

7 Abdul Kad�r Muhamad, 1980, Hukum 
Perjanjian, Bandung, Alumn�, hlm.243.
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Kotamadya yang menerangkan 
bahwa pengembang telah 
memperoleh tanah untuk 
pembangunan perumahan dan 
permuk�man.

d. Mem�l�k� Surat Ij�n Mend�r�kan 
Bangunan.

e. Pengembang telah mengurus 
pendaftaran memperoleh hak 
atas tanah dan bangunan rumah.
Apab�la persyaratan tersebut 

t�dak dapat d�penuh� oleh pengembang, 
maka p�hak pengembang d�larang 
untuk menjual rumahnya tersebut 
terutama j�ka belum menyelesa�kan 
status hak atas tanahnya.8

Berdasarkan ura�an tersebut 
dapat d�art�kan bahwa selama 
obyek yang d�perjualbel�kan belum 
memenuh� syarat adm�n�stras� sepert� 
yang d�atur dalam pasal 42 ayat (1) UU 
No.1 Tahun 2011 maka perumahan 
tersebut t�dak b�sa menjad� obyek 
perjanj�an dalam art�an t�dak b�sa 
d�perjualbel�kan. Bahkan perumahan 
yang mas�h dalam tahap pembangunan 
pun hanya boleh menjad� obyek dalam 
Perjanj�an Pendahuluan dan t�dak b�sa 
menjad� obyek dalam Perjanj�an Jual 
Bel�.

3.2.  Perspektif Undang-Undang 
No.1 Tahun 2011 Tentang 
Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Terhadap 
Perlindungan Hak-Hak 
Konsumen Dalam Jual Beli 
Perumahan
Permasalahan dalam b�n�s 

perumahan pada umumnya 
menempatkan konsumen dalam pos�s� 
yang lemah. Sul�styowat� mel�hat 
6 po�n pent�ng yang merug�kan 
konsumen, dalam upaya mendapatkan 
perumahan, ya�tu :9

a. semak�n t�ngg�nya harga rumah; 
b. para pengembang swasta 

enggan membangun rumah jen�s 
sederhana, karena d�rasakan 
keuntungan yang akan d�dapat 
sangat kec�l; 

c. pengembang ser�ng t�dak 
memperhat�kan kepent�ngan para 
konsumen, dengan meng�ngkar� 
janj� akan penyed�aan sarana dan 
prasarana umum; 

d. keadaan perumahan senyatanya 
t�dak sesua� dengan yang 
d�janj�kan; 

e. kual�tas rumah yang buruk; dan 
f. adm�n�stras� c�c�lan BTN yang 

t�dak rap�. 
Kurangnya pengetahuan 

konsumen akan hak-haknya sebaga� 
seorang warganegara Republ�k 
Indones�a ser�ng d�salahgunakan 

Vol. 5, No. 1 : 12 - 22

8 Kallo Erm�n, 2009, Perspektif Hukum Dalam 
Dunia Property, Jakarta, M�nerva Athena 
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9 Sul�styowat�, 1992, Akses Kepada 
Perlindungan Konsumen Sebagai Salah 
Satu Aspek Kesejahteraan Sosial,  Jakarta, 
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oleh pengembang perumahan dalam 
menyed�akan perumahan serta 
l�ngkungan yang memenuh� syarat. 
Kerug�an �n� banyak d�alam� oleh 
konsumen yang membel� rumah 
d� perumahan komers�al. Se�r�ng 
men�ngkatnya jumlah penduduk 
yang relat�f banyak, maka dewasa �n� 
pertumbuhan perumahan pun relat�f 
semak�n men�ngkat.10

Mencermat� hal tersebut 
d�atas, perl�ndungan hukum 
terhadap konsumen perumahan d� 
Indones�a mas�h  lemah seh�ngga 
perlu keterl�batan seluruh pemegang 
keb�jakan atau �nst�tus� terka�t ba�k �tu 
yang ada d� pusat maupun daerah untuk 
secara bersama memperjuangkan nas�b 
konsumen perumahan. 

Pemer�ntah h�ngga saat �n� 
belum mem�l�k� s�stem dan peraturan 
yang sal�ng bers�nerg� dan jelas untuk 
men�ndaklanjut� permasalahan d� 
b�dang perumahan. Berbaga� regulas� 
yang mengatur tentang perumahan 
berada d� l�ntas kementer�an dan daerah. 
Salah satu contoh r��l yang kerap terjad� 
adalah tentang peruntukan seb�dang 
tanah. Badan Pertanahan Nas�onal 
(BPN) merupakan lembaga yang d�ber� 
amanat oleh Undang-Undang Pokok 
Agrar�a Nomor 5 Tahun 1960 untuk 
menerbitkan sertifikat dan menentukan 
peruntukan seb�dang lahan tersebut atas 
rekomendas� pemer�ntah daerah. D� 
s�s� la�n peruntukan pemanfaatan lahan 

melalu� Ij�n Mend�r�kan Bangunan 
(IMB) d�keluarkan oleh Kabupatan/
Kota mengacu kepada Perda tentang 
Rencana Tata Ruang dan W�layah 
(Perda RTRW) yang d�m�l�k� set�ap 
Kabupaten/Kota. Terkadang terjad� 
sertifikat yang terbit peruntukannya 
adalah perumahan tetap� pada 
saat pengajuan IMB, Pemer�ntah 
Kabupaten/Kota men�la� bahwa tanah 
tersebut peruntukannya adalah Ruang 
Terbuka H�jau Kota sesua� dengan 
Perda RTRW setempat. 

Perbedaan �n� terjad� ak�bat 
regulas� yang t�dak tegas mengatur 
fungs� dan wewenang mas�ng-
mas�ng jenjang pemer�ntahan. Kata 
rekomendas� dapat menjad� celah bag� 
p�hak-p�hak yang mem�l�k� �t�kad t�dak 
ba�k karena kata rekomendas� t�dak 
mem�l�k� kekuatan hukum memaksa 
dan meng�kat secara kuat, hal �n� akan 
men�mbulkan ket�dakpast�an hukum 
yang pada akh�rnya akan merug�kan 
konsumen.

D� s�s� la�n, konsumen 
merupakan jantung dar� tumbuhnya 
sektor perumahan. Pemer�ntah 
harusnya membangun s�stem yang 
sal�ng bers�nerg� seh�ngga masyarakat 
akan terl�ndung� dar� kemungk�nan 
kerug�an yang mungk�n akan d�alam� 
karena adanya celah dalam berbaga� 
peraturan yang kurang bers�nerg�. 

Permasalahan la�n yang juga 
ser�ng muncul dalam b�sn�s perumahan 
antara la�n keterlambatan serah ter�ma 
rumah, masalah sertifikasi, mutu 
bangunan, �nformas� market�ng yang 
menyesatkan, fas�l�tas sos�al dan 
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fas�l�tas umum yang t�dak d�bangun 
atau t�dak memada� serta pengenaan 
b�aya tambahan.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 dan 
UU No. 1 Tahun 2011 telah mengatur 
tentang hak dan kewaj�ban konsumen 
dan pengembang perumahan. Bahkan 
untuk mengurang� pelanggaran hak 
konsumen dalam UU No. 1 Tahun 2011 
telah mel�batkan Pemer�ntah Prov�ns� 
dan Pemer�ntah Kabupaten/Kota untuk 
mengurus dan mengawas� pengadaan 
perumahan dan kawasan permuk�man 
d� mas�ng-mas�ng w�layahnya sepert� 
yang tertuang dalam pasal 12 sampa� 
pasal 18 yang mengatur tugas dan 
kewenangan Pemer�ntah, Pemer�ntah 
Prov�ns�, dan Pemer�ntah Kabupaten/
Kota. 

Pengaturan tentang hak 
konsumen dalam UU No. 1 Tahun 
2011 tertuang dalam pasal 129 dan 
130. Dalam konteks perl�ndungan 
konsumen, hak bag� konsumen adalah 
kewaj�ban yang harus d�penuh� oleh 
pelaku usaha. T�dak b�sa d�h�ndar� 
bahwa pelanggaran atas kewaj�ban 
dar� pelaku usaha merupakan 
pelanggaran atas hak konsumen. Untuk 
mengh�ndar� terjad�nya pelanggaran, 
t�dak hanya d�tentukan oleh pemenuhan 
kewaj�ban dar� pelaku usaha tetap� 
p�hak konsumen perumahan juga 
harus tel�t� dalam mem�l�h perumahan 
berkual�tas dengan pengembang yang 
bertanggungjawab. 

Rekam jejak pengembang 
menjad� var�abel yang sangat pent�ng 
dalam transaks� perumahan dalam 

menjam�n terpenuh�nya semua 
hak konsumen. Pengembang yang 
sudah mem�l�k� rekam jejak ba�k 
dan sudah mem�l�k� pengalaman 
yang panjang d� b�sn�s perumahan 
t�dak akan mengorbankan reputas� 
yang sudah mereka bangun sangat 
lama karena dalam b�sn�s apapun 
terutama b�sn�s perumahan yang 
mel�batkan sumber daya modal yang 
sangat besar kepercayaan adalah 
hal yang sangat pent�ng. Konsumen 
sebelum memutuskan membel� rumah 
waj�b untuk menelusur� leb�h dalam 
mengena� �nformas� terka�t perumahan 
yang akan d�p�l�h dengan leb�h obyekt�f 
dalam meny�kap� berbaga� �klan dan 
promos� yang terkadang menyesatkan 
dar� pengembang. 

IV.  PENUTUP
4.1. Simpulan

Berdasarkan ura�an pembahasan 
sebelumnya dapat d� s�mpulkan 
sebaga� ber�kut :
1. Syarat sahnya suatu perumahan 

untuk dapat d�jad�kan obyek 
dalam Perjanj�an Pendahuluan 
berdasarkan pasal 42 ayat (1) 
UU No. 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan 
Permuk�man adalah status 
kepem�l�kan tanah sudah jelas 
dibuktikan dengan sertifikat, 
hal yang d�perjanj�kan sebatas 
Perjanj�an Pendahuluan, 
kepem�l�kan Ij�n Mend�r�kan 
Bangunan (IMB) �nduk sudah 
d�terb�tkan oleh p�hak berwenang, 
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ketersed�aan fas�l�tas umum, dan 
bangunan tersebut telah selesa� 
d�bangun m�n�mal 20 persen.

 Sedangkan untuk dapat menjad� 
obyek perjanj�an jual bel�, sebuah 
perumahan harus sesua� dengan 
persyaratan sepert� yang d�atur 
dalam Kepmen Perumahan 
Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 
tanggal 23 Jun� 1995.

2. UU No. 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan 
Permuk�man belum secara 
nyata dapat mel�ndung� 
hak-hak konsumen dalam 
b�sn�s perumahan seh�ngga 
mengak�batkan praktek-
praktek b�sn�s perumahan 
yang berkembang merug�kan 
masyarakat selaku konsumen.

4.2. Saran
1. Pemer�ntah Pusat, Prov�ns�, 

Kabupaten/Kota sebaga� 
pemegang keb�jakan perlu 
bers�nerg� dalam menata 
kembal� berbaga� peraturan d� 
b�sn�s perumahan agar dapat 
menjam�n terl�ndung�nya hak-
hak konsumen dar� segala bentuk 
praktek b�sn�s yang t�dak sehat.

2. Pemer�ntah perlu 
memberdayakan peguyuban 
atau asos�as� pengembang 
perumahan sebaga� tempat 
melakukan mon�tor�ng terhadap 
pelaku usaha atau pengembang 
yang melakukan praktek b�sn�s 
t�dak sesua� dengan aturan 
seh�ngga masyarakat akan 

mudah mengakses rekam 
jejak pengembang d� asos�as� 
tersebut.

3. Masyarakat perlu leb�h waspada 
dan tel�t� dalam melakukan 
transaks� perumahan dengan 
mencermat� berbaga� dokumen 
adm�n�stras� perumahan yang 
diperjualbelikan seperti sertifikat, 
status tanah dan IMB.
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